
 
PENGADILAN AGAMA MUARA LABUH 

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA MUARA LABUH 
Nomor :W3-A9/26/KU.04.2/I/2017 

 

TENTANG 
 

PANJAR BIAYA PERKARA PADA PENGADILAN AGAMA MUARA LABUH TAHUN 2017 
 

KETUA PENGADILAN AGAMA MUARA LABUH 
 

Menimbang : Bahwa untuk terlaksananya proses berperkara dan pelayanan hukum serta 

transparansi kepada pencari keadilan maka perlu ditetapkan besarnya biaya perkara di 

Pengadilan Agama Muara Labuh 

Mengingat  : 1. Undang-undang nomor : 48 tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman  

  2 Undang-undang nomor 3 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas undang-

undang no. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung; 

  3. Undang-undang Nomor : 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua Undang-

undang Nomor: 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama 

  4 Pasal 143,145,183,dan 196 (2) Rbg ( Reglemen Daerah Seberang ); 

  5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2000 tentang perubahan Undang-undang no 

13 tahun 1985 tentang Bea Materai; 

  6.  Peraturan pemerintah Nomor: 53 Tahun 2008 tentang jenis dan tarif atas jenis 

Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan 

Badan Peradilan yang berada dibawahnya.  

  7. Keputusan Mahkamah Agung RI. Nomor: KMA/42/SK/VIII/2002 tanggal 7 

Maret 2002 tentang Biaya Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara yang 

dimohonkan Kasasi 

  8. Keputusan Mahkamah Agung RI. Nomor: KMA/42/SK/III/2002 tanggal 20 

Agustus 2002 tentang Biaya Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara yang 

dimohonkan Peninjauan Kembali. 

  9. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor : 2 Tahun 2009 tentang biaya proses 

penyelesaian perkara dan pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan 

Peradilan yang berada dibawahnya; 

  10. Hasil rapat Kerja Mahkamah Agung RI tanggal 7-11 Oktober 2009 di 

Palembang; 

  11. Hasil Rapat kerja Daerah Gabungan 2 lingkungan Peradilan tanggal 2-4 

November 2009 di Bukittinggi; 
 

MEMUTUSKAN 
 

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA MUARA LABUH TENTANG 

PANJAR BIAYA PERKARA PADA PENGADILAN AGAMA MUARA LABUH 

TAHUN 2017 

Kesatu  Mencabut  Keputusan Ketua Pengadilan Agama Muara Labuh Nomor : W3-

A9/101/KU.04.2/I/2016,   tanggal 05 Januari 2016 dan dinyatakan tidak berlaku lagi 

serta mengganti Keputusan tersebut dengan  Keputusan Nomor : W3-

A9/26/KU.04.2/I/2017,   tanggal 03 Januari 2017; 
Kedua : Penetapan komponen besarnya biaya perkara sebagaimana tercantum pada Lampiran 

keputusan ini. 

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan 

akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya 

Ditetapkan di     :  Muara Labuh  

Pada tanggal      :  03 Januari 2017 

Ketua Pengadilan Agama Muara Labuh 

 

 
Drs. H. RUDI HARTONO, SH. 

NIP. 19680414 199403 1 001 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
PENGADILAN AGAMA MUARA LABUH 

 
Lampiran : Keputusan Ketua Pengadilan Agama Muara Labuh 
  Nomor  W3-A9/26/KU.04.2/I/2017 Tanggal 03 Januari 2017 
  Tentang Panjar Biaya Perkara Pada Pengadilan Agama Muara Labuh Tahun 2017 

A. Komponen Panjar Biaya Perkara Pada Pengadilan Agama Muara Labuh 

NO. URAIAN BESARNYA 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
 
6. 
 
 
7. 
8. 

Biaya Pendaftaran 
Biaya proses 
Biaya panggilan masing-masing Penggugat/ Pemohon (dua kali) 
Biaya panggilan masing-masing Tergugat/ Termohon (tiga kali) 
Biaya panggilan untuk pengucapan Ikrar Talak Pemohon dan Termohon 
masing-masing (satu kali) 
Biaya pengiriman bantuan panggilan/ pemberitahuan ke- Pengadilan 
Agama lain, apabila salah satu pihak berada di luar yurisdiksi Pengadialan 
Agama Muara Labuh 
Peneyerahan surat dari berkas perkara 
Redaksi 
Meterai 

Rp. 
Rp. 
 
 
 
 
 
 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 

30.000,- 
50.000,- 

Sesuai radius 
Sesuai radius 
 
 
Sesuai radius 

 
25.000,- 

5.000,- 
5.000,- 
6.000,- 

 

B. Komponen Panjar Biaya Perkara Pada Tingkat Banding 

NO. URAIAN BESARNYA 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 

Biaya pendaftaran Banding 
Biaya Banding yang dikirim ke- PTA Padang 
Biaya pemberitahuan Banding 
Biaya penyampaian memori banding 
Biaya penyampaian kontra memori banding 
Biaya pemberitahuan Inzage kepada Pembanding 
Biaya pemberitahuan Inzage kepada Terbanding 
Biaya panggilan untuk Sela kepada Pembanding 
Biaya panggilan untuk Sela kepada Terbanding 
Biaya penggandaan dan pengiriman berkas 
Biaya penyampaian isi putusan kepada Pembanding 
Biaya penyampaian isi putusan kepada Terbanding 

Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 

50.000,- 
150.000,- 

Sesuai radius 
Sesuai radius 
Sesuai radius 
Sesuai radius 
Sesuai radius 
Sesuai radius 
Sesuai radius 

50.000,- 
Sesuai radius 
Sesuai radius 

 

C. Komponen Panjar Biaya Perkara Pada Tingkat Kasasi 

NO. URAIAN BESARNYA 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 

Biaya pendaftaran Kasasi 
Biaya Kasasi yang dikirim ke- Mahkamah Agung RI 
Biaya pemberitahuan Kasasi 
Biaya penyampaian memori Kasasi 
Biaya penyampaian kontra memori Kasasi 
Biaya pemberitahuan Inzage kepada Pemohon Kasasi 
Biaya pemberitahuan Inzage kepada Termohon Kasasi 
Biaya penggandaan dan pengiriman berkas 
Biaya penyampaian isi putusan Kasasi kepada Pemohon Kasasi 
Biaya penyampaian isi putusan Kasasi kepada Termohon Kasasi 

Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 

50.000,- 
500.000,- 

Sesuai radius 
Sesuai radius 
Sesuai radius 
Sesuai radius 
Sesuai radius 

100.000,- 
Sesuai radius 
Sesuai radius 

 

D. Komponen Panjar Biaya Perkara Peninjauan Kembali (PK) 

NO. URAIAN BESARNYA 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
 
8. 

Biaya pendaftaran Peninjauan Kembali 
Biaya Peninjauan Kembali yang dikirim ke- Mahkamah Agung RI 
Biaya pemberitahuan Peninjauan Kembali 
Biaya penyampaian memori Peninjauan Kembali 
Biaya penyampaian kontra memori Peninjauan Kembali 
Biaya penggandaan dan pengiriman berkas 
Biaya penyampaian isi putusan Peninjauan Kembali kepada Pemohon 
Peninjauan Kembali 
Biaya penyampaian isi putusan Peninjauan Kembali kepada Termohon 
Peninjauan Kembali 

Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
 
Rp. 
 
Rp. 

50.000,- 
500.000,- 

Sesuai radius 
Sesuai radius 
Sesuai radius 

100.000,- 
 

Sesuai radius 
 
Sesuai radius 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



E. Komponen Panjar Biaya Sita/ Pengangkatan Sita 

NO. URAIAN BESARNYA 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
 
7. 
8. 
9. 
 
10. 
 

Biaya meterai penetapan Sita 
Biaya penetapan Sita 
Biaya pemberitahuan pelaksanaan sita masing-masing Pemohon 
Biaya pemberitahuan pelaksanaan sita masing-masing Termohon 
Biaya transportasi petugas Pengadilan Agama 
Biaya pencatatan sita ke Badan Pertanahan/ Nagari 
 
Biaya penyampaian berita acara sita masing-masing kepada Pemohon 
Biaya penyampaian berita acara sita masing-masing kepada Termohon 
Biaya penyampaian berita acara sita kepada Badan Pertanahan/ Wali 
Nagari 
Biaya pengamanan 

Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
 
Rp. 
 
Rp. 
 
Rp. 
Rp. 

6.000,- 
25.000,- 

Sesuai radius 
Sesuai radius 

400.000,- 
Tarip BPN/ 
Nagari 
Sesuai radius 
Sesuai radius 
Sesuai radius 
 
Ditanggung 
pemohon 

 

F. Komponen Panjar Biaya Pemeriksaan Setempat (Decente) 

NO. URAIAN BESARNYA 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
 
7. 

Biaya transport Majelis 
Biaya pemberitahuan Pelaksanaan PS kepada Pemohon 
Biaya pemberitahuan Pelaksanaan PS kepada Termohon 
Biaya pemberitahuan Pelaksanaan PS kepada Wali Nagari 
Biaya pemberitahuan Pelaksanaan PS kepada Kepala Jorong 
Biaya pengukuran oleh Badan Pertanahan  
 
Biaya pengamanan 

Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp 

400.000,- 
Sesuai radius 
Sesuai radius 
Sesuai radius 
Sesuai radius 
Sesuai tarif 
BPN 
Ditanggung 
pemohon 

 

G. Komponen Panjar Biaya Eksekusi 

NO. URAIAN BESARNYA 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
 
12. 
 

Biaya meterai penetapan Eksekusi 
Biaya penetapan Eksekusi (PNBP) 
Biaya panggilan masing-masing Pemohon (dua kali) 
Biaya panggilan masing-masing Termohon (dua kali) 
Biaya pemberitahuan pelaksanaan eksekusi masing-masing Pemohon  
Biaya pemberitahuan pelaksanaan eksekusi masing-masing Termohon  
Biaya pemberitahuan pelaksanaan eksekusi kepada BPN 
Biaya penyampaian Berita Acara Eksekusi masing-masing Pemohon  
Biaya penyampaian Berita Acara Eksekusi masing-masing Termohon  
Biaya penyampaian Berita Acara Eksekusi kepada BPN/ Lurah 
Biaya dua orang saksi 
 
Biaya pengamanan dan buruh kasar 

Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
 
Rp. 
 
Rp. 
 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp 

6.000,- 
25.000,- 

Sesuai radius 
Sesuai radius  
Sesuai radius 
Sesuai radius 
Sesuai radius 
Sesuai radius 
Sesuai radius 
Sesuai radius 
Ditanggung 
pemohon 
Ditanggung 
pemohon 

 

H. Komponen Panjar Biaya Eksekusi Pengosongan 

NO. URAIAN BESARNYA 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

Biaya meterai penetapan Eksekusi 
Biaya penetapan Eksekusi (PNBP) 
Biaya panggilan masing-masing Pemohon (dua kali) 
Biaya panggilan masing-masing Termohon (dua kali) 
Biaya pemberitahuan pelaksanaan eksekusi masing-masing Pemohon  
Biaya pemberitahuan pelaksanaan eksekusi masing-masing Termohon  
Biaya penyampaian Berita Acara Eksekusi masing-masing Pemohon  
Biaya penyampaian Berita Acara Eksekusi masing-masing Termohon  
Biaya pengamanan dan buruh kasar 

Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
 
Rp. 
 
Rp. 
Rp. 

6.000,- 
25.000,- 

Sesuai radius 
Sesuai radius 
Sesuai radius 
Sesuairadius 
Sesuai radius 
Sesuai radius 
Ditanggung 
pemohon 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



I. Komponen Panjar Biaya Lelang 

NO. URAIAN BESARNYA 

1. 
2. 
 
3. 
4. 
 
5. 
 
6. 
 
7. 
8. 

Biaya pendaftaran Juru Lelang 
Biaya lelang, terdiri dari transportasi dan upah melakukan lelang serta 
pemotongan pajak dan persyaratannya 
Redaksi lelang 
Pengumuman lelang 
 
Biaya dua orang saksi 
 
Perubahan/ biaya pemindahan hak 
 
Penetapan lelang dimuka umum untuk pengadilan (PNPB) 
Biaya pengamanan  

Rp. 
Rp. 
 
Rp. 
Rp. 
 
Rp. 
 
 
 
Rp. 
Rp. 

25.000,- 
Sesuai tarif 
KPKNL 
Sesuai tarif 
Sesuai tarif 
media 
Ditanggung 
pemohon 
Sesuai biaya 
BPN 

25.000,- 
Ditanggung 
pemohon 

 
Keterangan  
 

1. Biaya pemanggilan saksi hanya dipungut apabila pihak-pihak berperkara 

mengusahakan Pengadilan untuk memanggil saksi sesuai radius 

2. Semua biaya perkara yang tercantum dalam poin A sampai I dibayar lebih dahulu oleh 

penggugat/ pemohon/ pembanding/ pemohon kasasi/ pemohon peninjauan kembali/ 

pemohon sita/ angkat sita/ pemohon eksekusi sebagai panjar biaya perkara. 

3. Bagi yang tidak mampu atau miskin dapat dibebaskan dari biaya perkara, jika yang 

bersangkutan dapat membuktikan bahwa dia benar dalam keadaan miskin dengan 

mengajukan surat keterangan tidak mampu dari lurah yang diketahui oleh camat, atau 

surat keterangan tunjangan social lainnya seperti kartu keluarga miskin dan diajukan 

oleh yang bersangkutan kepada pengadilan agama untuk berperkara secara prodeo/ 

Cuma-Cuma. 

4. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila 

dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki kembali 

sebagaimana mestinya. 

 
Muara Labuh, 03 Januari 2017 
Ketua Pengadilan Agama muara Labuh, 

 
 
 

Drs. H. RUDI HARTONO, SH. 
NIP. 19680414 199403 1 001 

 


